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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE
NOMOR: 37/PL.02.3-Kpt/9104 /KPU-Kab/IX/2020
TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NABIRE TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE

Menimbang ] a. Bahwa untuk melaksanakan pasal 68 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota sebagaiman atelah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota;

b. Bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire tentang
Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khususbagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi
Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 52 Tahun
tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya,
Kabupaten Paniai, Perubahan Nama dan Pemindahan



Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat Il Paniai di Wilayah
Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 No. 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3648 );

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atauWalikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilthan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
UmumProvinsi, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 201);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun



2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 905} sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atauWalikota
dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi
Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemillhan Umum Nomor 10 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil
WaliKota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non
alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

11.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang
Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi
Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atauWalikota dan Wakil Walikota
Tahun 2020;

12.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang
Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan
Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian
Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota;

1. Berita Acara Model BA.HP.PERBAIKAN-KWK dan
Lampiran Model BA.HP PERBAIKAN-KWK tanggal 22
September 2020 a.n. Bakal Pasangan Calon Mesak
Magai, S.Sos,M.Si dan Ismail Djamaluddin;

2. Berita Acara Model BAHP.PERBAIKAN-KWK dan
Lampiran Model BA.HP PERBAIKAN-KWK tanggal 22
September 2020 a.n. Bakal Pasangan Calon
Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan Tabroni Bin M.
Cahya,

3. Berita Acara Model BAHP.PERBAIKAN-KWK dan
Lampiran Model BA.HP.PERBAIKAN-KWK tanggal 22
September 2020 a.n. Bakal Pasangan Calon Yufinia
Mote, S.SiT dan Muhammad Darwis;

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nabire Nomor : 26/PL.02.3-
BA/9104 /KPU.Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020
tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NABIRE TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN NABIRE TAHUN 2020.

Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.



KEDUA

KETIGA

Daftar nama sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU disusun berdasarkan tanggal dan jam
pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada masa
pendaftaran.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 23 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE

ttd
WIHELMUS DEGEY




LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE
| NOMOR 37/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX /2020
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA
i PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NABIRE
| TAHUN 2020
'NO| NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL | PARTAI POLITIK PENGUSUL/PERSEORANGAN JUMLAH
BUPATI KABUPATEN NABIRE TAHUN 2020 KURSI
1. | CALON BUPATI : MESAK MAGAI, S.Sos, M.Si | 1. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 7 KURSI
CALON WAKIL BUPATI : ISMAIL DJAMALUDDIN . PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
2. | CALON BUPATI : Drs FRANSISCUS . PARTAI GOLONGAN KARYA
XAVERIUS MOTE, M.Si . PARTAI DEMOKRAT 6 KURSI
CALON WAKIL BUPAT] : TABRONI BIN M. CAHYA . PARTAI NASDEM o
3. . PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
. PARTAI AMANAT NASIONAL 12 KURSI

CALON BUPATI : YUFINIA MOTE, S.SiT

CALON WAKIL BUPATI : MUHAMMAD DARWIS
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MISI PEMILIHAN UMUM
F

SO W =W = WA -

. PARTAI BERKARYA

. PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA
. PARTAI PERSATUAN INDONESIA

. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Ditetapkan di Nabire

pada tanggal 23 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NABIRE
ttd
WIHELMUS DEGEY



